
1. Undang·Undang N,:,r,,or 14 Tahun 195-J tentang Pembentukan Daerah 
Oae,ah Kabupaten dalam l,ngkungan Prop1nsi Djawa Barat (Berna 
Negara iahun 1950) sel>agaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 rentang Pembenrukan Pembentukall 
Kabupaten Purwa<arta dan Kabupaten SUbang dengan Mengubah 
Undang·Undang i,omor 14 Tahun 195Q tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Litlgkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Rel)<lblik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tamoahan 
lembaran Negara Repcblik InOOfleSia Nomor 2851); 

a. bahwa sescal ke:entuan da!am Lamp ran Peraruran Mente,; Dalam 
Negerl Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusman APB!) 
Tahun Anggaran 2011 pada angka IV po,nt 6, bahwa P<ogram dan 
keg.atan yang dibiayaj dari dana transfer dan suoah Jelas 
pemntukanriya seperti Dana Oarurat, Dana Bencana Alam, OAK dan 
bantuan keuangan yang bersifat l<husus serta petaksancan kegiatan 
dalam keadi!an darurat dan/atau mendesak laiMya, yang belum cukup 
terseca dan/atau belum dianggarlran dalam APBD, dapat dilaksanakan 
mendahului peoetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dengan cara menetapkan Peraturan K,epala D.le<ah tentang Perubahan 
Penjaoaran .~PilD dan memberltahukan kepada Pim:,inan OPRO; 

b. bahwa sehubunqan dengan adanya program dan kegja:.n yang 
bersumber can bantuan l<euangan pemerintah dan pemerintah provinsi 
Jawa Barat dan belum teranggarl<an catam APBD Kab,paten Bekasi 
Tahun Ang9aran 2011, maka untuk melaksanaka~ program <f.-.n 
kegiatan tersebut perlu dit>ndal<lanjuti melalu: perubahan keaua 
Peranrran Bupab Nome-- JI Tahun 2010 rentang penjaoaran APaO 
Kab•Jpaten c<!~as, Tahun Anggaran 2011; 

c. bahwa atas easer pernmbangan sebagaimana dimaksud dalam hL'l'llf a 
dan huruf b, mak.il Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bekasi Nomor 
JI Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan O.;n EelanJa 
Daerah iacun Anggaran 2-011 tersebut perlu dito!.pkan clensan 
Perat\Jran Supati. 

BUPAn BEKASI, 

DENGAN I\AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menlmbang 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERA TU RAN BUPATl BEKASI NOMOR 31 TAHUN 
2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

TENTANG 

16 TAHUN 2011 NOMOR 

PERATURAN BUPATl BEKASI 



2. Unoar;g-l!r.oa.ng .. ~omor 2.S Tahi,..TI 1999 renra.ng Pen·,-eieng;a,aa,, 
1,ega'il yarg Secs,h <la~ seeas can Korups,, KOltJS' don l\e;)«!Sme 
Lemc.,r.,n Negara Rep;ibli< lr:donesla Tahoo 1999 Nomor 75, 

Tambahan l.errbaran Negara Rep,,bllk Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang·U,,1jang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan r,.egara 

(Lembaran Negara Repubt!I< Indor,esia Tahun 2003 Nomo, 47. 
Tambahan t.embaran Negara Repunl,1< Indonesia Nomo, 4286); 

4. Undang·UmJang Nomor t Tahun 2004 ten:ang Petlen<lah,raan Negar. 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomo, 5, 
Tambahan Lembaran Negara Repubbl< Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 temang Pembentul<ar 
Peraturan Perundang·undangan (lembaran Negara Republi!c lndooesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Reptbli~ 
lndones,a Nomor 4389); 

6. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 200<\ tentang Peme:il<sanaar. 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarar; 
Negara Republik Indonesia Nom0< 1400); 

7. Undang·Un<!ang Nomor 32 Tall"n 2004 tentang Pemerincahan Oaerah 
(lembaran Negara Repubhk lndon,as,a Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahen lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ¥37) 
seOOgaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenrang Perubahan Kedw Atas 
Unda~g-Undang Nomor 32 TahJn 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rerublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia norn0< 4844); 

8. Peraruran Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuanga, Oaerah (Lembaran IJegara Rept1blik lndooesia Tahu, 2005 
Nomor 141), Tamtlahan Lembaran Nega,a Republik Indonesia 
Nomor 4578}; 

9. Peraturan Mer.::efi Oalam Negen Nornor 13 Tahun 2(X)6 ten:.ang 
Pedoman Pe,gelolaan Keuangan Oaerah seba9aimana telall diuban 
dengan Pe·atJran Meo,eri oaram l\egen Nomor 59 Tah-,n 2007 
:::entang oerubahan Atas Pera:\J"an Menteri DaJat11 Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 cen:ang Pe<tor1aa PengeJoJaan Keuangar Daeran; 

10. Puatu,an Menteri Oalam t,egeri Nornor 37 Tahun 2010 tentang 
f'edcman Pen-r ... suna:\ A'"'ggarari =>endapatan dan Selanja Daef'ah 
Tahun An!,l,c'an 2011; 

! 1. Peratura1 Oa~ah K.a":>up.atel'I Sef..asi. Nomor 1 Tahun 2007 tentan.g 
?okok·pokOl< Per,gelolaa, KeJangan Oaerah (Lembaran Daerah 
«abspaten !lekasi Tahun 2007 Nomor l); 

12. Peracuran Dae·ah Kabcpa:en 6e,asi Nomor 7 Tahun 2009 tefltang 
Orgamsasi Peraeg<at Oaerah ~enn:ah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Oaerah Kabupaten 8ekas Tanun 2009 Nomor 7); 

13. Peratcran Oaera,, Kabcpaten Bekasi Nomor 6 Tarun 2010 ,entang 
Anggaran Pendapatan can Belanja Daetah Tahun Ar,ggaron 2011 
(lembaran Daerall Kabupat:n Be«asi Tanun 2010 Nomor 6); 

14, Perarurzn 8upall Bekasi l<ornor 31 -ahun 2010 tentang Penjabaran 
At,ggaran Pencapatan dan 8elanja D•erah Tahun Anggaran 2011 
(Serit• Oaerah Kabupaten Se~asi Tahun 2010 Nomor 31); 

-- 



' 

Rp Sisa Leblh Pemoiayaar. An9garan Tahun Berkenaan 

Rp 434.586.816.0!7,00 Jumlah Per;lbiayaan N-;tto 

434.Sa5.8!6.017,00 

Rp 2.J5'i.OO(),'tl:i.510,00 
Rp (434.586.816.017,00J 

Rp J.196.471.370.716,00 

Rp 
Rp 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengefuaran 

Ju1'1ah Selan!a 
Surplcsl(D?fisit) 

Rp 1.158.135.045.()9,;,00 

82.781.950.500,00 
438.477.313.737,00 
675.212.106.479,00 

913.445.833.460,00 
90.266.638.000,00 
57.352.180.000,00 
27.511.550.000,00 
Si.256.239.700,00 
18.302.603.934,00 

Rp 1.920.019.SW.793,00 

Rp 345.11;1.ass.509,oo 
Rp l.123.7:11.848.644,00 
Rp 450.S~S.892.640,00 

b. Belanja Langsung 
l) Selanja Pegawal 
2) Selanja Barang oen Jasa 
3) Belania Modal 

~ - 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

2. Belanja : 
a. Eclanja Tidak langsung 

1) Belanj• Pegawai 
2) Belanja H.bail 
3) Belanja Bantuan Sosia; 
4) 9elanja Bag, Hasll 
5) Belanja Sar!uan Ke,angan 
6) Belanja Tidak Terduga 

Jt.:mlah Pendaparon 

1. Pendaparan : 
&. Pendapatan Asli Oaerah 
b. Dana Perimbangan 
c. lain-lain Pendapatan ya,g Sah 

Anggarao Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasl Tahun Anggarao 2011 
seJcmlah Rp 2.354.606.41S.810,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan 8elanjc. Daerah K.abuoaten 6ek.a:S' Tanur. 
Anggaran 2011 sejumlah Rp 2.236.051.241.233,00, diubah sehingga harus dibaca 
sebagai berikut ; 

Beberapa ketentuan datam Peraturan B<Jpab Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran APBO Tahur. Anggara, 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupa1i 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Peratllran Bupatl Bel<asl Nomor 31 Tahoo 2010 
tent<ing Penjabaran AP60 Tahun Allggaran 2011, dlubah sebagal berikut : 

Pasal I 

Menecapkan ; PERUBAHA~ KEC LA ATAS PERATUfsAN BLPAT: ai:KASI NOMOR 31 TAHU'. 
2010 TENTANG PENJABARA, ANGGARAr,; PENOAPATAA DAN cEc.ANJA 
DhERAH TAHUN ..1.\GGARAN 2011. 

MEMIJTVSKAN: 



- 

A'DU DIN 

I 

Oitetepkan di CiKarang Pusat 
pada tanggaf 30 Juni 2011 

Agar seuap o,ang mengetahuinta, memerimahkan pengundan9an Peraturan Supao 10.. 
dengan menempatkannya dalam !lerita Dae<an Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bup,,o Bekasi ini mulal beiaku pada tanggal di Undangkan. 

Pasal n 

C. Hal-hal yang diatur dalam Peraruran Bupati Sel<asi Nomor 31 Tanun 2010 te.ctal'\C' 
Penjabaran APBD Kaoupaten Bel<asi Tahun Mggaran 201! sebagaimana telah (l,ubah 
dengan Petan.ran Sup.au Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perut)ahan Peraivr-an Bupau 
Bekasi Nomor 31 T..ahun 2010 renrang Penjabcran APBD Tahun A~aran 20ll 
sepanjan9 tld.ak d:atur dafam ?eraturan Supati ini dinyatakan tetap berlaku. 

8. Ket-entuan Lampiran I dan Lampiran II d1ubaJl .s,ehlngga harus d.ibaca seba9,a-'l'T\ctJ"!.a 
tercantum dalarn Lampira,, Peraturan Bupati ini. 


